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1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-un dang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang
undang (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelo1aan dan Pertanggungj awaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

a. bahwa. untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan untuk ke1ancaran pe1aksanaan tugas SKPD, kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan
uang persediaan yang dikelola oleh bendahara penge1uaran;

b. bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perigelolaan Uang
Negara/Daerah, per1u ditetapkan Besaran Uang Persediaan untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hu1u Sungai Tengah
Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hu1u
Sungai Tengah tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hu1u Sungai Tengah
Tahun Anggaran 2018.

Menimbang

BUPATIHULUSUNGAITENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENETAPANBESARANUANGPERSEDIAAN
SATUANKERJA PERANGKATDAERAH
KABUPATENHULUSUNGAITENGAH

TAHUNANGGARAN2018

PERATURANBUPATIHULUSUNGAITENGAH
NOMOR 1 TAHUN2018

TENTANG

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

1l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
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Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dirnaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan

daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan
pernerintah daerah otonorn.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaranjpengguna barang.

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang rnilik
daerah.

8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk rnenerirna, menyimpan,
mernbayarkan, rnenatausahakan, dan rnempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja
perangkat daerah.

9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejurnlah uang yang disediakan
untuk satuan kerja dalam rnelaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

10.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokurnen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan uang rnuka kerja yang
bersifat pengisian kernbali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

11.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.

12.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokurnen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan tambahan uang
persediaan guna rnelaksanakan kegiatan SKPDyang bersifat rnendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pernbayaran Iangsung dan uang persediaan.

13.Surat Perrnintaan Pernbayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokurnen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pernbayaran gaji dengan jurnlah, penerirna, peruntukan, dan waktu
pernbayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

14.Rekening Kas Urnurn Daerah adalah rekening ternpat penyirnpanan uang daerah
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasall

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG
PERSEDlAAN SATUANKERJA PERANGKATDAERAH KABUPATEN
HULUSUNGAITENGAHTAHUNANGGARAN2018.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nornor 15
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018.
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Pengisian kembali Uang Persediaan dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan
paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari dana UPyang diterima.

Pasal10

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uangj surat berharga yang
dikelolanya dalam pelaksanaan APBD.

Pasa19

Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, setiap Bendahara Pengeluaranj
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diizinkan memegang uang tunai paling tinggi
RplO.OOO.OOO,-(sepuluh juta rupiah) dengan penyimpanan di dalam brandkas.

Pasa18

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila
persyaratan dalam Pasal 6 tidak dipenuhi.

Pasa17

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
setelah;
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pasa16

Pembayaran dengan uang persediaan (UP)yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
dibayarkan kepada yang berhak menerima untuk Belanja Langsung untuk kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakanj dibayar melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

PasalS

(1) Setelah ditetapkannya besaran uang persediaan bagi SKPD, Bendahara Pengeluaran
dapat mengajukan SPP-UP.

(2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah sisa
Uang Persediaan danj atau Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017 telah
disetorkan ke Kas Daerah serta SPM-GU NIHIL danjatau SPM-TU NIHIL sudah
diterbitkan SP2D-nya.

Pasa14

Besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPDditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasa13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran dapat
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(2) Penempatan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa
Rekening Kas SKPDpada Bank Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.

Pasa12
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BERITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAHTAHUN2018 NOMOR 01

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 11 Januari 2018

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal j t Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal15

Penetapan besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
pembayaran dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasa114

Ketentuan mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal13

Dalam hal terdapat sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran, pada akhir
tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat hari
kerja terakhir bulan Desember 2018.

Pasal12

Dalam hal penggunaan dana UP belum mencapai 80% (delapan puluh persen) sedangkan
SKPDyang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD
dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang (TU) setelah mendapat persetujuan dari
PPKDdengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasalll



AH,

30.000.000Rp39 Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumderdaya Manusia Daerah

31 _~!:~~r:!.:~~~~_§.~~.::::i2_~~::~_~_~~~!~~ ~~ ~~_:9_~~~~9_~
__!_~__!~!:<.::::.~:::.~~.::_~~t~~_12_:':~~~_~~~E.~ ~~ ~9~9_~~~~9_~
33 _~!:~~r:!.:~~~::_§.~~.::::!2_~~::~_'!'j~l!E. ~~ ~9~9_~~~~?_~
34 Kecamatan Limpasu Rp 10.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 !~~E~_~!5:.~~~ ~~ ~9.:?_~~~~9_~
36 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 30.000.000----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
37 Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Rp 50.000.000
38 -B-~d;~-p;;.;g~i~l~-p~j;;k-d;~-R~t~ib~-~i-D;;;~h------------------------------------------------------------R~--------30~O-OO~OO-O

--------------------------------- ...------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

.10.000.000Rp30 Kecamatan Hantakan
10.000.000Rp29 KecamatanBatu Benawa

28 _~!:~~r::~~~~_~~_~l!Z~.:: ~~ ~9.:9_~~~~9_~
10.000.000Rp27 Kecamatan Labuan Amas Utara
15.000.000Rp26 Kecamatan Labuan Amas Selatan
10.000.000Rp25 Kecamatan Pandawan
20.000.000Rp24 Kecamatan Barabai

20 _I?_~~~r:_~~~_::~~~~__I3~~z~~_I?_~~E.~~ ~~ _
21 _~!:I.?_~~~_~~:!_~!::_~~~_~~_1:~~_~_~p_::~~__I?_~~!..::~ ~~ ~~~9_~~~~9_~
22 Sekretariat Daerah Rp 500.000.000

------------------------------------- ...--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
23 Sekretariat DPRD Rp 500.000.000

19 Dinas Perdagangan Rp 35.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

75.000.000Rp18 Dinas Pertanian
17 Dinas Perpustakaan Rp 10.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

--!-~--_I?_i~~~_~~::~~~r:!.:~r:_~<?~~~~_~_~~~Z~~~r:_:.r.:~!E~~~_~~!~_~_i~~~__~~~_:.r.:~~~!2~_~_~:)_~ ~~ ~9.:9_~~~~9_~
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Rp 40.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 35.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Dinas Komunikasidan Informatika Rp 10.000.000

9

10

11

12

13

14

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 10.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------ -----------------------
_I?_i~~~_~~!~J:_::::~~_~~::~_::::_~~~_~~E.i_~~:!:.~:: ~~ ~~.:9_~~~~9_~
g_i~~~_~i~~_~~::i2~r:__~_i~::.I.?_~~_~_~:~~::.~_c:~~_:::: ~~ :9.:9_~~~~9_~
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 25.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

30.000.000Rp8 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak

------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

7 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 10.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Dinas Pendidikan Rp 75.000.000
2 -D-i~~~-K~;-;h~t~;-------------------------------------------------------------------------------------------------R~-------100.000~OOO
3 R-SUD-H~-D~~;-h~~i-B~;~b~i---------------------------------------------------------------------------------R~--------------------
4 i)i~~~-P;k;;j;;~~-U~~;;-d;;~-P~~;;t~;;~-R~;;~g-----------------------------------------------------------R~--------30-.0-00~OO-O
5 -D;~;;~-P;;~;;_~h;~-R;kY-~t-d~~-K~~;;;;;~-p~;~~ki-;;~-------------------------------------------------R~--------15-.0-00~OO-O

------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
6 Satuan PolisiPamongPraja dan Pemadam Kebakaran Rp 25.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)No. BESARAN UANG
PERSEDIMN

PENETAPANBESARANUANG PERSEDlAAN SATUANKERJA PERANGKATDAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAHTAHUN ANGGARAN2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR '1 TAHUN 2018
TANGGAL 11 JANUARI2018


